BABII
SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian sewa menyewa (ijar2h)

Jjarah atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam

berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan.

v
o
=]
5
=
[N
3
=
5
=
=
3
[Nl
Y
»
N
i~y
<
o
=
2
=
(g}
D
|>:
=3
=
=
=
i3
(1]
13
)
-
o
[eN
w
oy
)
[#N
©

bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu
yang berbedé, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam,
yang selalu memperhatikan maslahat dan menghapuskan kerugian."
Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa dan upah atau
ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional
ijarah itu sendiri. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna
operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "Seorang
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”,
sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja
di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam

bahasa Arab upah dan sewa disebut jjzrah.”

! Saleh al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari, hal. 481
2 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, ((Jakarta : RajaGrafindo persada, cet. VI, 2010)), hal. 133
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Ijarah diambil dari kata “A/-‘Ajr” yang artinya ‘/wadh (imbalan),
dari pengertian ini pahala (sawab) dinamakan *ajr (upah/pahala).’

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan dikalangan para
ulama, *

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

"Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

Kedua, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan:
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"Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah
dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

g
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"Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu
dengan suatu imbalan”™

3 Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah, juz 3, Dar Al Fikr, Beirut, cet, IMI, 1981, him. 198

4 Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islimiy Wa Adillatub, juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua’sshim,
Cet. VI, Jilid V, 2005), 3803-3804.
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dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa
menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan
terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat
dari benda yang disewakan yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat
berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya
seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.5

Al-ljarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk
upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam
Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh

bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara

berdasarkan ayat al-Quran, hadits Nabi, dan ketetapan jma *ulama.®

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para fugoha’ sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang
dibolehkan oleh syara’, kecuali beberpa ulama, seperti Abu Bakar Al-
Asham, Ismail Bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani,
dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah
jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak

bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat

3 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalsm Islam, (jakarta : Sinar Grafika, 1994), 52
SWahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islimiy Wa Adillatub, 3801-3802
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dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada
waktu itu tidak boleh diperjualbelikah.7 Akan tetapi pendapat tersebut
disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad
belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaar) akan terwujud, dan inilah
yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’ 3

“ Jumhur ulama berpendapat bahwa jjarah disyariatkan berdasarkan
Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’.

1. QS. At-Talaq ayat 6 :
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah kamu p-:nyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mercka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka
berikanlah kepada mereka natkahnya hingga mercka

7 Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islamy Wa Adillatub, 730.

8 Muhammad
fikr, t.t.), 166

ibnu rusyd al-qurthubi, Bidaysh Al-Mujtahid Wa Nibayah Al-Muqtashid, juz 2, (dar al-



bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mercka
upahnya, dan musyawarahkaniah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) unt uknya.

2. Q8. Al-Qasas ayat 26 dan 27

Artinya : 26, Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling
baik yang kamu ambil untuk beketja (pada kita)
jalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

27, berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang
dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu
kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”.
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Hadis ‘Aisyah :
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Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah
ra. Istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu
Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani-Ad-
Dayl, penunujuk jalan yang mahir, dan ia masih
memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu
Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan
mereka, dan mercka berdua menjanjikan kepadanya
untuk bertemu di gua tsaur dengan kendaraan mereka
setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (HR. Al-
Bukhari)?

Hadis Ibnu ‘Abbas

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SA W berbekam
dan belisu memberikan k?ada tukang bekam itu
upahnya. (HR. Al-Bukhari).'

9Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi juz 2, ( Dar AL-

Fikr: Beirut), 33
°bid., 36
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5. Hadis Ibnu Umar
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Artinya: Dari Ibnu Umar ra. la berkata: Rasulullah SAW

bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu

upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu
Majah)."!

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi SAW tersebut
jelaslah bahwa akad jjarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan,
karena memang akad tersebut dibut uhkan oleh masyarakat.

Di samping al-Quran dan Sunnah, dasar hukum jjarah adalah ijma’.
Sejak jaman sahabat sampai sekarang jjarah telah disepakati oleh para
ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas.
Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.
Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki
beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak

memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak

digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan

UTbnu Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram Terj. Moh. Ismail, ( Surabaya: Putra Al-Ma’arif. Cet. X,

1992), 476
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berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli

rumahnya.12

C. Rukun Sewa Menyewa dan Syarat-Syaratnya

I. Rukun sewa menyewa

Menurut hanafiyah rukun jjarah hanya satu yaitu jjab dan

gabil dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut

jumhur ulama rukun jjarah ada empat, yakni dua orang yang

berakad, sighat (ijab dan gabul), sewa atau imbalan, manfaat."

a)

“‘Agid ( Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa ada dua
orang yaitu Mujir dan Musta jir.

Mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang
menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang
menecrima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa
sesuatu.

Bagi orang yang berakad Zjarah disyaratkan
mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad schingga

dapat mencegah terjadinya perselisihan.

12 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), 320
13 Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islimiy Wa Adillatub, 3803
¥ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. VI, 2010), 117
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Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad
disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua duanya berakal dan
dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila
atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad
menjadi tidak sah."’

b) Sighat akad (ijab dan gabul)

Harus ada kesepakatan dalam jjab dan gabul Qabul
harus sudah terlaksana sebelum terjadinya suatu sesuatu yang
mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab dan
qabul itu memakai kalimat yang biasa dipalmi.16

2. Syarat-syarat sewa menyewa

Syarat jjarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat
dalam jual beli, yaitu syarat atin’igad (terjadinya akad), syarat
an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat fazim.

a) Syarat terjadinya akad (a/-in’igad)
Syarat al-in’igad (terjadinya akad) berkaitan dengan
‘agid (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat
akad. ‘agid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal

7 tahun), menurwt ulama Hanabila dan Syafi’iyah

15 Sayyid sabiq, figih sunnah jilid 13, (Bandung : PT. Alma’arif, cet. X, 1987), 11
16 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Figih Umar Bin Khathab rs, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, cet. I, 1999), 177
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mensyartkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh
dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat
dikategorikan ahli akad.
b) Syarat pelaksanaan (an-nafadz)
Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh
‘agid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ah/iah).
Dengan demikian, jjarah al-fudul (ijarah yang dilakukan oleh
orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan
oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ija'rab.’ 7
Menurut Hanafiah dan Malikiyah ijarah al-fudul
statusnya maugquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si
pemilik barang. Akan tetapi, menurut syafi’iyah dan
hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.'®
¢) Syarat Sahsewa menyewa
Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat
yang berkaitan dengan ‘Zkid (pelakw), ma’qud ‘alaih (objek),
sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat

tersebut adalah sebagai berikut.

7 Rachmat Syafe’i, Figh Mu’smalah, (Bandung : Pustaka Setia, cet. X, 2001), 125-126
18 Alaudin Al-Kasani, Badai’ Ash-Shanai’ Fi Tartib Asy-Syarai’, juz 4, CD Room, Al-Figh ;Als Al-
Madzahib Al-Arba’ab, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’, Seri 9, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.), 20
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1) Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad
Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti
dalam jual beli. Syarat ini didasarkan pada firman

Allah SWT surat An- Nisa’ ayat 29 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. dan janganiah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(QS. An-Nisa’ : 29)

Ayat di atas menekankan, akan keharusan
mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan

dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat

di atas dengan (Jla;jj yakni pelanggaran terhadap

ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.
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Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda “kaum
muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-
syarat yang mereka sepakati, seclama tidak
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang
halal.”"?

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga

keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau

yang diistilahkan dengan (;.5-35 PP o%). Walaupun

kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati,
tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.
Jjab dan qabul, atau apa aja yang dikenal adat
kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk
yang digunakan hukum untuk menunjukkan
kerelaan.?’
Ma’qud ’Alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alaih (barang)
menghilangkan pertentangan di antara ‘agid Di
antara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih (barang)

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan

¥ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-qur’an, (Jakarta: lentera

hati, Cet. Pertama, 2000), 393

2 1bid, M. Quraish Shihab, 7afir Al-Misbah, 393
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waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika Jjjarah

atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a. Penjelasan manfaat
Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa
benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “Saya
sewakan salah satu dari rumah ini”.

b. Penjelasan waktu
Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal
atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan
syarat asalnya masih tetap ada, sebab tidak ada
dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.”!
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk
penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama
Syafi’iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak
dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan
waktu yang wajib dipenuhi.22

c. Sewa bulanan
Menurut ulama Syafi’iyah, seseorang tidak boleh

menyatakan, “Saya menyewakan rumah ini setiap

2'Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Mubtsj, juz IT, 332
2 Abu Ishaq Asy-Syirazi, A-Mubadzdzab, juz I,(Isa Al-Babi Al-Halabi, Mesir), 396



2 Asy-Syarbini, Mugni Al-Mubtaj, 396
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bulan Rp. 50.000” sebab pernyataan seperti ini
membutuhkan akad baru setiap kali membayar.
Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “Saya

2 Sedangkan menurut

sewa selama sebulan”.
Jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad
pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya
bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang
paling penting adalah adanya keridaan dan
kesesuaian dengan uang sewa.”!

Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pckerjaan sangat penting
dan diperlukan ketika menyewa orang untuk
bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau
pertentangan.

Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung

pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

% Alaudin Al-Kasani, Badai® Ash-Shansi’ Fi Tartib Asy-Sysrai’, juz IV (Syirkah Al-Mathbu’ah,

mesir ), 182
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3) Ma’qud ‘alaih (barang) harus dapat memenuhi secara

syara’
Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan
anakﬁya, sebab hal itu sangat mustahil atau
dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan
yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab
diharamkan syara’.

4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-
perkara yang dibolehkan syara’, seperti menyewakan
rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk
berburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang
ijarah baik benda ataupun orang untuk berbuat
maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fikih

dinyatakan

Y- PP e |

(menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).25
5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan

kepadanya

25 Rachmat Syafe’l, Figh Mu’amalah, (Bandung : Pustaka Setia, cet. X, 2001), 128
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Di antara contohnya adalah meyewa orang untuk salat
fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa
istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu
merupakan kewajiban si istri.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang
disewa
Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan
sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk
dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil
pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan
mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

7) Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai dengan keadaan yang
umum
Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran
atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan
manfaat pohon yang dimaksud dalam 7jarah.

d) Syarat Lazim
Agar akad Jjjarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:
1) Benda yang disewakan harus terhindar daari cacat (‘aib)
yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda

yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (‘a/b) yang
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demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (mustajir)
boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan
pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya
sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang
dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu
hancur seluruhnya maka akad jjarah jelas harus fasakh
(batal), karena ma’qud ‘alaih rusak total, dan hal itu
menyebabkan fasakh-nya akad.”®
Tidak terdapat wzur (alasan) yang dapat membatalkan
akad ijarah. Misalnya uzur pada salah seorang yang
melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan.
Apabila terdapat wzur, baik pada pelaku maupun pada
ma’qud alaih, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini
menurut hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama,
akad jjarah tidak batal karena adanya wZur, selama objek
akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.”’

Hanafiah membagi wZur yang menyebabkan
fasakh kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
a) Uzurdari sisi musta’jir (penyewa). Misalnya musta Jir

pailit (muflis), atau pindah domisili.

26 W ahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islimiy Wa Adillatuh, 3828-3829

7 Ibid,, 3830
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b) Uzur dari sisi muJjir (orang yang menyewakan).
Misalnya mu’jir memiliki utang yang sangat banyak
yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali
dengan menjual barang yang disewakan dan hasil
penjualannya digunakan untuk melunasi utang
tersebut.

c) Uzuryang berkaitan dengan barang atau sesuatu yang
disewa. Contoh yang pertama, seseorang menyewa
kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya
selama waktu tertentu. Kemudian penduduk desa
berpindah ke tempat lain. Dalam hal ini ia tidak perlu
membayar sewa kepada mu’jir. Contoh yang kedua,
seseorang menyewakan budaknya selama satu tahun.
Baru saja enam bulan ia memerdekakan budaknya.
Dalam keadaan seperti ini, budak tersebut boleh
memilih  antara  meneruskan  Jjjarah  atau

membat a]kannya.28

28 Alaudin Al-Kasani, Badai’ Ash-Shanai’ Fi Tartib Asy-Syarar’, juz 4, 54
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D. Macam Macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua

macam, yaitu Jjjarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat

pekerjaan.

1.

Jjarah bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko,
kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan

ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. [jarah semacam ini
diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang
sepatu, dan lain-lain, yaitu Jjjarah yang bersifat kelompok
(serikat). Jjarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan
seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan
satpam.”’

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka
seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi
tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama figh sepakat
menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di
tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia

tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. I, 2003),
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kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar
figh, ia wajib membayar ganti rugi.*®
E. Berakhimya Akad Sewa Menyewa
Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.}!

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut
pendapat Hanifah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian
salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhimya
akad jjarah. Hal terebut dikarenakan fjarah merupakan akad yang
lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta jir memiliki manfaat
atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang
tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

2. Igalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena
ijarah adalah akad mu’awadah (tukar menukar), harta dengan
harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan
(iqalah) seperti halnya jual beli.

3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin
untuk diteruskan.

4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya sewa

tanah untuk ditanam, tetapi ketika masa sewa tanah sudah habis,

%0 Nasrun Haroen, Figh Muamalsh, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. II, 2007), 236
3! Wahbah Zuhaili, A/-Figh Al-Islimiy Wa Adillatub, 3862-3863
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tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini jjarah dianggap belum
selesai.
F. Hak milik yang sempurna (Al-Milk At-Tam)
Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili
adalah sebagai berikut.

“ Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat
sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, schingga
dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap
ada di tangan pemilik”
Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang

sempurna sebagai berikut.

“Pengertian hak milik yang sempuma adalah suatu hak milik

yang mengenai zat barang dan manfaatnyd™

Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua
dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak
penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si
pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf dibenarkan oleh
sya.ra’.34 Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa
keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.
1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk

melakukan fasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan

berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual

32 W ahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islamiy Wa Adjllatub, juz 4, (dar al-fikr, damaskus, cet. I, 1989), 40
33 Muhammad Abu Zahrah, A-Milkiyah wa Nazhariyah Al ’Aqd £ Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, (Dar
Al-Fikr Al-* Arabiy, 1976), 51

3 Ahmad Wardi Muslich, Figih Musmalat, 73
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beli, Aibah, ijarah (sewa menyewa), I’arah, wasiat, wakaf, dan
tasarruf-tasarruf lainnya yang dibenarkan oleh syara’ dan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh
kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya,
masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya
hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah
bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh
syara’.

Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu
tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat
dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad
tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan
perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara tasarrufyang
memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau
benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan
atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani
ganti kerugian. Baik dengan mal mits/i maupun gimi, karena
penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia

mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian ia tetap
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dibebani pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas
hartanya, mungkin berupa hukuman fa’zir, atau ia dinyatakan
mahjur ‘alaih, sehingga ia tidak boleh men-fasarrufkan sendiri

hartanya, melainkan di bawah pcarwalia.n.3 5

G. Ahliyyah

. Pengertian ahliyyah

Secara harfiyah (etimologi) berarti kecakapan menangani

suatu urusan,

Secara terminoligi menurut para ahli ushul figih,

A Ol Ul S dled jass (3 g )bl syl aw

Artinya :

“ Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh
syari’ untuk menentukan sescorang telah cakap dikenai tuntutan
syara’.” (Al-Bukhari : I : 1357)

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ahliyyah
adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna
jasmani akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh
syara’. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah

sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang

berseifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian jual

% Ibid., 74-75



belinya, hibbahnya , dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah
dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah,
nafkah, dan menjadi saksi.*
2. Pembagian ahliyyah
Menurut para ulama ushul figih, ahliyyah terbagi dalam
dua bentuk, yaitu: (Ibnu Amir, II : 164)
a. Abhliyyah ada’

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi
sescorang yang telah dianggap sempurna  untuk
mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang
bersifat positif maupun negatif.

Menurut kesepakatan ulama ushu/ figih, yang menjadi
ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki
ahliyyah ada’ adalah ‘agil, balig dan cerdas. Kesepakatan
mercka didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa’ : 6

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup
umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu

mereka Telah cerdas (pandai memelihara lmn‘a) Maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...........

% Rachmat Syafe'l, Jlmu Ushul Figib, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. IIL, 2007), 339
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b. Ahliyyah Al-Wajib
Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-
hak yang menjadi haknya, tetapi beliau mampu untuk dibebani
seluruh kewajiban. Misalnya ia telah berhak untuk menrima
hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun
dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu, ia
juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dari
keluarganya
Para ulama ushul figih, ukuran yang digunakan dalam
menentukan ahliyyah al-wujub menjadi dua bagian :
1) Ahliyyah al-wujub al-naqisah
Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan
ibunya (janin) sudah dianggap memiliki ahliyyafh al-wujub,
tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima
belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia
dengan sclamat walaupun hanya untuk sesaat. Dan apabila
telah lahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi
miliknya.
Para ulama figih menetapkan bahwa wasiat dan
wakaf merupakan transaksi sepihak; dalam arti pihak yang

menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan
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persetujuannya untuk sahnya akad tersebut. Dengan
demikian, penerima wasiat dan wakaf tidak perlu
menyatakan penerimaannya. Dalam hal ini, wasiat atau
wakaf yang diperuntukkan kepada janin, secara otomatis
menjadi milik janin tersebut.
Abhliyyah al-wujub al-kamilah

Yaitu kecakapan menerima hak bagi seseorang
anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan balig dan
berakal, sekalipun akalnya masih kurang, seperti orang gila.

Dalam status ahliyyah al-wujub (baik yang
sempurna ataupun tidak), seseorang tidak dibebani tuntutan
syara’, baik bersifat ibadah mahdah, seperti salat dan
puasa, maupun yang sifatnya tindakan-tindakan hukum
duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak

milik.



